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LAMPIRAN 1|

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Model B

Model BA

Model BB

Model BB-1

Model BB-2

Model BB-3

Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD
Kabupaten/DPRD Kota.

Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota.

Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi
WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertagwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca
dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta setia kepada
Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang
berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota yang pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
atau lebih.

Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja
penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
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7.

10.

11.

12.

13.

Model BB-4

Model BB-5

Model BB-6

Model BB-7

Model BB-8

Model BB-9

Model BB-10 :

38

Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan
diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah,
wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon dari
keanggotaan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota
kepada pimpinan DPR, DPRD Provnsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari keanggotaan
KPU/KPU  Provinsi/KIP  Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN/Bawaslu/Ba
waslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwascam/
Panwaslap.

Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagai Kepala
Desa atau Perangkat Desa.

Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak
berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara,
notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan
jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak
merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN
dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan Negara.

Surat Pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik
untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah

pemilihan.
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Model BB-11 :

Model BB-12 :
Model BB-13 :

Model BB-14 :

Model BC
Model BC1
Model BC2
Model BD
Model BD1
Model BD2

Model BE
Model BE1
Model BE2
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Daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan
Administrasi.

Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti

Daftar Calon Sementara Anggota DPR

Daftar Calon Tetap Anggota DPR

Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi

Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD
Provinsi

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK
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| MODEL B |

SURAT PENCALONAN
NOMOK & e
Partai ............

Dalam rangka penyelenggaraan Pemllu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/ Kota*) Tahun 2014, bersama ini Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat
Pusat/  Provinsi/Kabupaten/Kota *) .
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan leplnan
Pusat/Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi *) Nomor

. tanggal ... tahun ....... yang beralamat di ..................c.o Nomor
TeIepon/FaX|m|Ie ......, mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota
DPR/DPRD PrOV|nS|/DPRD Kabupaten/ Kota *) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota *)
.............................................. dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak ................ S ),
meliputi :
JML LAKI/
ALOKASI | JML BAKAL PEREMPUAN
NO DAERAH PEMILIHAN KURSI CALON K | PEREM
P
dst

2. Nama-nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
mekanisme internal partai politik.

3. Surat pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*),
dilampiri :

a. Daftar bakal calon yang masing-masing disusun untuk setiap daerah pemilihan
sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.
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. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-

masing bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB sampai

dengan Model BB-11.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi

bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.

Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat,

program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang.

Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar

sebagai pemilih dari Ketua PPS.

Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yag

telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:

1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti
surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang

menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.

Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon

tidak terkena/bebas narkoba.

Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Pemberhentian atau surat Kketerangan persetujuan

pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala

daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,

Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu,

DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6

sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.

Demikian surat pencalonan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan

bakal calon dan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal
52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap asli
dan 2 (dua) rangkap salinan yang telah dilegalisasi, untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Nomor Urut, Nama Partai i
Politik serta Tanda Gambar
Partai Politik
(5cm x5 cm)

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Z/Kabupaten/ZKota *) ......cooiiiiii i i e
Partal ..o
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris

atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
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DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN /DPRD KOTA*)

1 Wama ProvmsiFabmpatereBata®) - o i s i i s i D O R

2. Mama Dacrah Pemilihan e e
Nomar
Diam Mama
Partai Poliik
=ertm Tards
Gambar
Partal Polltlk
[ O WA R Ty
PAS JEMIS KELAMEMN
MO LURLT AR, | EMIGH A (TEMPAT TINGGAL Bl
FOTD L/m)
CALIM
Pe
L #33
ree
= &
= oo
P

Trerri ki sUsitam da lar Takal culom ind yang meripakan amparan sural pencaloran diajukan
wntil: mememihi persyaratan penzapan bakal calon sebapaimana dimalasned dalam Pasal 53, Pasal 54,
Pazal =5, Pasal 30, chn Pasal 57 apat 117 Londanz-Loncdang Semar 8 Palnn 2012 dan dikaar dalam
3 oiagw) panekep rmasine-moesine |oosalo) mreskep ssh denc 20 (duw) manglkap osolmon ovang elih
dilegalisast, nntnk dapat diznnakan cchagaimana mostima.

Rt | £ 2
Deweinn Fimpinam Porctsi Polilik Tionglal Fusst!
FrovinsiEabupstewRala *)
T T
I<cdua Lo Koo Sckretaris Jendera S elrctaeis
atau xebulsn lvin <) akiu sehulan kin ™)
L e ) V 3

IKcterangam :
Lo Unluk mowsing-roasing Jdocrab pemliben diboal sato dallor takal calon (dodel BA)L
20 ¥y Corel vung Wduk diperlulion
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CONTOH :

MODEL BB

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama lengkap et ettt ea ettt ee et eee ettt
2. Tempat dan tanggal et ettt e ea ettt ee et eee ettt
lahir/umur TPV PTUTINY ATUTRT tahun;
Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®*)
Agama USRS
Pekerjaan P
Alamat tempat tiNgQal & oo e et e e eaaans
engan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

P2 OO AW

2. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat menjalankan kewajiban agama,;

3. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf

b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . 2013

Materai Yang menyatakan

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviiiinnenns

Partai ....ooovi i e
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain )* atau sebutan lain )*

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
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CONTOH :

MODEL BB-1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
7. Nama lengkap e e
8. Tempat dan tanggal e

lahir/umur
tahun;
9. Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)
10.Agama E PP
11.Pekerjaan P
12 Alamat tempat tiNgQal & oo e
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih **).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Materai = Yang menyatakan
Mengetahui, B

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviiiinnenns

Partai ..o
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain )* atau sebutan lain *)
(cereiiiens ) (.. )
Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Model BB-3).
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CONTOH :

MODEL BB-2

Lembaga Pemasyarakatan
Nama lengkap : 1399999995999 9999 89 e 0n e nean e e ananns
Tempat dan tanggal : 19995959999 9959 9955 nn s neeneane e ananns
lahir/umur ................ ey arrraraaraararrarsanrsereens S, tahun;

Jenis Kelamin : Lakl Iak|/Perempuan *)

Agama L e et e e e et e et a e e
Pekerjaan ettt ettt ea ettt ee ettt ettt
Alamat tempat tlnggal .....................................................................................

N =

o0sw

pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak
tanggal .. .
Demlklan surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

. 2013
Kepala Lembaga
Pemasyarakatan

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**)  Bagi bakal calon yang tidak pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat
Pernyataan dari bakal calon yang bersangkutan (Model BB-1).
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CONTOH :

MODEL BB-3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.
2.

o0sw

Nama lengkap ettt ettt et e ee e et eee et ae e e
Tempat dan tanggal & ..o
lahir/umur R A tahun;
Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan *)

Agama ST
Pekerjaan ettt ettt ea ettt ee ettt ettt
Alamat tempat tlnggal ....................................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk bekerja sepenuh waktu,
dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu
tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD

Kota*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

. 2013
Yang menyatakan

Mengetahui, oo
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviiinnenns
Partai ....oooov i

Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
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MODEL BB-4
CONTOH :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap ettt et eee e eee et eee et ea e e ettt a e an e

2. Tempat dan tanggal @ oo e
lahir/umur T A tahun;
Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)
Agama PP
Pekerjaan P
Alamat tempat tlnggal .....................................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak
akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan lain*) yang anggarannya
bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).
Surat pernyataan pengunduran diri saya ini dilengkapi dengan surat keputusan
pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima,
diteruskan dan diproses oleh instansi/ lembaga atau unit kerja pada instansi/lembaga
dimana saya diangkat bekerja.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

o0sw

. 2013
Materai Yang menyatakan

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccooviiiiinnenns

Partai ....ooovi i e
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. Formulir ini dipergunakan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional IndonesiaZAnggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan
Pengawas/Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah/badan lain.
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CONTOH : MODEL BB-5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama lengkap L ettt ettt eeaeeeeaeeeeeaeeeeeeaeeaeeeen e eaen e eaea e aan e e aan s
2. Tempat dan tanggal & oo e e e n e e

AN T ZUMUE s [ ... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan®)
4. Agama S PP

5. Pekerjaan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan
menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
Surat pernyataan pengunduran diri ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian
dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan telah
diproses melalui pimpinan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD
Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

............... D~ 0 <
Yang menyatakan
Materai .................................... )
Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ............cccceeiiiiinnnnn.
Partai ......ooooi i,
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)
(e e ) (e e )

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
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CONTOH :
MODEL BB-6

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama lengkap P
2. Tempat dan tanggal @ oo e
lahir/umur T AU tahun;
3. Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)
4. Agama PR
5. Pekerjaan P
6. Alamat tempat tiNggal © oo
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengundurkan diri dan tidak akan
menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU
Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/ DKPP/Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Panwaslu
Kabupaten/Kota/ PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta Panwascam dan Panwaslap
*
).
Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat
keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh
instansi/pejabat yang berwenang.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 3
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

e, 2013

Materai Yang menyatakan
o)
Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat rusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviivinnenns
Partai .......coooiii
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/ZKIP
Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN,
Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap.
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CONTOH :
MODEL BB-7

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap ettt ettt eee et eee et ae e aae e

2. Tempat dan tanggal @ oo e

lahir/umur T A tahun;

3. Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)

4. Agama ST PP

5. Pekerjaan ettt ettt ea ettt ee ettt ettt

6. Alamat tempat tiNggal @ oo
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak
akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa*).
Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat
keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh
instansi/pejabat yang berwenang.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

e, 2013

Meterai ﬁYang menyatakan
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Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ............ccccoviiiinnenns

Partai ..o o
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.
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CONTOH :

MODEL BB-8

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap ettt ettt et e ee e et eee et ae e e

2. Tempat dan tanggal @ oo e
laNIrZUMUE e S tahun;
Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan *)
Agama U
Pekerjaan P
Alamat tempat tlnggal .....................................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak berpraktik
sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara (APBN/APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf |
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

o0k w

. 2013
Yang menyatakan
Meterai :

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviiiinnenns

Partai ....ooovi i e
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.
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CONTOH :

MODEL BB-9

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap ettt ettt ee et eee et ae et aae e

2. Tempat dan tanggal @ oo
lahir/umur T AN tahun;
Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)
Agama PP
Pekerjaan P
Alamat tempat tlnggal .....................................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak merangkap
jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

o0sw

...2013

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccocviiiinnenns

Partai ....oo oo
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 405 54

CONTOH :

MODEL BB-10

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR/
DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/DPRD KOTAY)
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap ettt eee e eee et eea e et ea e ea ettt a e en e

2. Tempat dan tanggal @ oo e
AN/ UMUL S, tahun;

3. Jenis Kelamin . Laki-laki/Perempuan®)

4. Agama S PP

5. Pekerjaan P

6. Alamat tempat tlnggal .....................................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan saya untuk :
1. Dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik :
a. Nama Partai Politik
b. Untuk 1 (satu) lembaga perwakilan : DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/
DPRD Kota*).
2. Dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan :
a. Nama daerah pemilihan
b. Menyetujui penempatan pada nomor urut ...... (S )
dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD
Kota*) (Model BA).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRDKabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

e 2013
Yang menyatakan

Meterai

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccoviiinnenns
Partai .......coooviiii i

Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain )*

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

PONE

BOoo~NOoOO

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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CONTOH :

MODEL BB-11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA¥)

Nomor Urut Partai Politik
Nama Partai Politik
Daerah Pemilihan

Nomor urut bakal calon

Nomor Induk Kependudukan
Nama lengkap
Tempat/tanggal lahir/Umur
Jenis Kelamin

Agama
Status Perkawinan

Alamat Tempat Tinggal

Riwayat pendidikan **)

Riwayat organisasi***)
Riwayat pekerjaan ****)

Tanda penghargaan

Pas Foto
Bakal
caon
4 X6

Laki-laki/Perempuan *)
Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *)

b. Jumlah anak

RT/sebutan lain :

RW/sebutan lain:

Kecamatan/Distrik :

Kabupaten/Kota :

Provinsi
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17. Riwayat Perjuangan -

sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan saya bersedia/tidak bersedia*) untuk
dipublikasikan kepada masyarakat.

e 2013

‘ang menyatakan

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .............cccocviiinnenns

Partai ..o o
Ketua Umum/Ketua Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *) atau sebutan lain *)

Keterangan :

1. %) Coret yang tidak diperlukan.

2. **)  Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun
kelulusan.

3. ***)  Memuat penjelasan tentang nama organisasi,alamat, dan lama waktu menjadi
anggota.

4. *»**) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga//nama
kesatuan dalam TNI/Polri,
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| MODEL BB-12 |
CONTOH :

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan......................... Tahun dua ribu

tiga belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..............cccocvevviiiiiinnennn. *)

telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota

DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) dari Partai

dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak .

Adapun rincian berkas sebagai berikut :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan
Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).

2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100%
(seratus persen) dari jumlah kursi (Model BA).

3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) untuk setiap daerah pemilihan.

4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari
setiap 3 (tiga) orang bakal calon.

5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi masing-
masing bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD
Kota *), yaitu :

m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau
paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

n. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.

0. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah,
sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.

p. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah
terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.

g. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon
yag telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:

1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan
bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-
ulang.

r. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah
yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing
bakal calon.

s. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi

bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.

Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.

u. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan

pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil

~
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kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota,
Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD

Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) sebagai berikut :

Contoh :
JUMLA 0 PENEMPATA
DAPI JUMLA H 30% N 3 ORANG KETERANGA
NO H KETERWAKILA
L KURSI BAKAL N PEREMPUAN BAKAL N
CALON CALON
1| NAD 3 3 1 MS MS
1
2 | NAD 4 3 1 TMS TMS
2
3| dst

Adapun rincian hasil verifikasi administrasi untuk masing-masing bakal calon
sebagai berikut :

Contoh
NO FORMULIR/SURAT NOMOR URUT BAKAL CALON
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 | 12
1 |BB MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
2 | BB-1 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
3 |BB-2 MS|MS |[MS |[MS|IMS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
4 | BB-3 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
5 | BB-4 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
6 | BB-5 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
7 | BB-6 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
8 | BB-7 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
9 | BB-8 MS|MS | TMS|MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS | MS|MS
10 | BB-9 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
11 | BB-10 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
12 | BB-11 MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
13 | KTP MS|MS |[MS |[MS|IMS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
14 | KTA MS|TMS|MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
15 | IJAZAH MS|MS |[MS |[MS|MS|MS |MS|MS|MS|MS|MS|MS
16. | Surat keterangan | MS | - - - - - - - - - - -
dari kantor
perwakilan
Republik Indonesia
17. | Surat keputusan | - MS |- - - - - - MS | - - -
pemberhentian
atau surat
keterangan
persetujuan
pengunduran diri
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18.

Surat pernyataan
yang bersangkutan
mantan
narapidana dan
bukti surat kabar
yang memuat
pernyataan
tersebut.

MS

MS

19.

Surat keterangan
catatan kepolisian
bukan pelaku
kejahatan
berulang-ulang.

MS

MS

PEMENUHAN
SYARAT

MS

TMS

TMS

MS

MS

TMS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Satu rangkap untuk KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA.

KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA .....

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota

7. Anggota

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

)
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CONTOH : | MODEL BB-13 |

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTAY)

Pada hari ini ............. Tanggal .............. bulan......................... Tahun dua ribu tiga

belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..............coovviiiiiiinnnnen *) telah

melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota

DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) dari Partai ................c.cooviiinns

dengan daerah pemilihan sebanyak ............... Adapun rincian berkas sebagai berikut :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan
Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).

2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus
persen) dari jumlah kursi (Model BA).

3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) untuk setiap daerah pemilihan.

4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap
3 (tiga) orang bakal calon.

5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi masing-masing
bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) yang
tidak memenuhi persyaratan, yaitu :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor
bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat,
program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang.

d. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah
terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.

e. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yag
telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:

1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti
surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-
ulang.

f. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang
menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal
calon.

g. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal
calon tidak terkena/bebas narkoba.

h. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.

i. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan
pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala
daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
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karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu,
DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagaimana terlampir dan disampaikan

kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Satu rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.

KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA*)

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
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| MODEL BB-14 |
CONTOH :

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
Pada hari ini ............. Tanggal .............. bulan....................... Tahun dua ribu
tiga belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..............cccovvvviiiiiinnennn. *)
telah melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) terhadap :
1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan
Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).
2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus
persen) dari jumlah kursi (Model BA).
3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) untuk setiap daerah pemilihan.
4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari
setiap 3 (tiga) orang bakal calon.
5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *), yaitu :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi
bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat,
program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang.

d. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar
sebagai pemilih dari Ketua PPS.

e. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yag
telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:

1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan
bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.

2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-
ulang.

f. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang
menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.

g. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon
tidak terkena/bebas narkoba.

h. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.

i. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat Kketerangan persetujuan
pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala
daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
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Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu,
DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagaimana terlampir dan
disampaikan kepada :
3. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Satu rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.

KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA*)

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

64

2013, No. 405

IS"N‘oJ0lURIPpAY LNC elobbBbuvw A
Aewno sijeN JepeH ‘sia elob6B6uy ‘9
ISTN ‘AdII'S ‘UeAsueAnjziy eluin> Aiiaa4 aa elobbBbuvw =1
Vv'a'W'dI'sS ‘'S'S ‘uewipng jaluv elo66uv v
V' ‘dlI's ‘sexbunuwed 1161s elobB6uy e
H W ‘H'S ‘irelypng epi elo066uVv 4
SIUBI [TWwe> 1lusnH emoay T
WNNN NVHITINId ISTNWOX
....................................... 1rebbue| eped “uexin pedip >epn buek © 1od («
eeser 1p uesdelalld D uebue P M
1sa € 1sa €
ox v oxv
o104 sEd z o104 sEd z
oxtv oxv
o0 sed T o105 sed T
Qs N Carm
(NOTVD Tv>IvE TVOONIL LN L) 1nan (NOTVD TW>IvE TVOONIL LVANT LD 1nan
v AVIONTT VINVN oLod svd NIV AVIONTT VINVN o104 sva
CeNVLVINYOTH/ V1O /v i HowoN CeNVLYIN YOS/ LOM 8V canae Howon

(wo g x wog)
SImod rered
requies

epuel

viava
[SISNSIN]

(wo g x wo )
SIMI0d rened
requies
epuel

visva
[SISPNSIN

od 13adOInN

CNVHITTING

VIV LNIWGIS NOTVO dv Ldvad

: youod

d Hvd3ava
ISNINOAd

PTOZ NNHVY.L WNINN NVHITTINId NVIVA LVAMVH NVTIHAVNAHId NV WIA V1ILOOONV



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 405

65

IS"IN‘oJoluRIpaY INC elobbuy 2
Aewng syeN JepeH ‘sig elobbuy ‘9
IS'IN ‘d1’'S ‘UeAsueAD{ziY eluany Auia4 "ug elobbuy ‘g
V'd'W'dl'S 'S’'S ‘uewipng jalv ejobbuvy v
V' ‘dI'S ‘sexbunwed 1161s elobbuy g
H'N ‘H'S ‘1relypng epi elobbuvy -z
SIUB [TWe>] IUsnH emay T
WNWNN NVHITINId ISTINOM
e lBBUE) BPRd
eyreser 1p uesidelsia ‘uesnedip >epn buek 100 («
T uebue P >
‘1sa € 1sa €
oxv oxt
0104 sed z o010} sed z
oxt 9xv
o010 sed T o010} sEd T
@/ N Carn
(NOTVD TV>VE TYOONIL LVAdWIL) 1nun (NOTVD V>V TYOONIL LVdWI1) Lnan
I aER] dVHONIT VYN o104 svd NIV dVNONIT VYN o104 svd
eNVLYWVYOIN/VLON/ VS . HOoWON (wNVLVINYOI3/VLOM/8V5H inae HowoN

(wo g x wo g)
>inod reured
requies
epuel

vV 1uvd
YOWON

(W g x wo g)
>nnod reyed
requies
epuel

Luvd
HOWON

o9 73don __

NVHITINIGd Hvd3vad
ISNINOdd

dV.131l NOTTVvO dv.ildvd

I youood

PTOZ NNHV.L WNNN NVHITINGd WVTVA LVAMVY NV TIAV/MNAHId NV WWIA VLOOONV



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

66

IS'IW'oJ01URIPIY LNC : elobbuy L
Aewno siyeN JepeH ‘sia : elobbuy 9
IS ‘d1'S ‘YeAsueADiziy eluany Auia4 "1ag : elobbuy g
V'a'nW'dl'S ‘'S’S ‘uewipng Jauv : ejlobbuy v
V' ‘dI'S ‘sexbunuwed 1b1s : elobbuy g
H'W ‘H'S ‘nelypng epi : ejobbuy zZ
MIueN lwe| lusnH : emay T
WNWN NVHITIANIG ISTINOM
........................................... rebbue] eped ‘uexinedIp epn Buek BioD («
eexer Ip uexdelsna T uebue e
1Sa € ‘1sa €
99Xy 99Xy
010} sed 4 010} sed z
99Xy 99Xy
010} sed T 010} sed T
(/DN (@
(NOTVD IWXIVE TVOONIL LVdWIL) 1nyn (NOTVD TV vE TVOONIL LYdNT 1) 1nydn
TAVYI3 dVIONIT VWVYN 0104 svd NIAVIIN dVXON3T VIWVYN 0104 svd
(«NVLVWVOIN/VLION/GVH HOWON («xNVLVWVOIIN/VLOMN/ VM HOWON
SIN3C SIN3C
(wo g X wo g) (wd g x wd G)
niod reved iod reyied
requies reques
epuel epuel
............... itve e iviave
e ONON o HOWON

2013, No. 405

e NCUAT A HYYEYA
e ISNIAOYd

PT0Z NNHVL WNINN NVHITINId NVTVA LVAXRVA NV TIAVMNEId NVWNWIA VLOOONV
NV IVdd3d TISVH VIVINIWES NOTVO dv.1dvd

__ ¢0d 13dOon __



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 405

67

el066uy
e1066uy
el066uy
el066uy

en1ay|

............................. ISNIAOdd WNIAIN NVHITINGd ISTNOM

R AT

................................... rebbue] eped ‘uexnpiadip yepn BueA 18100 («
1p uexdelanig : uebueuslay
150 £ 180 €
9Xy 9Xy
0104 sed z 0104 sed z
9xp 9xX ¥
030} sed T 030} sed T
(/DN (CT2)]
(NOTVO T¥Xva T¥OONIL LYdNIL) 1ndan (NOTVD Tv3IveE TVOONIL LVdINTL) 1nyn
TAVI3IX dVYXONIT VNVN 0104 svd NIAVIIN dVYXONIT VNVN 0104 svd
(«NVLVWVOIN/VLON/GVH HOWON («NVLVINVOIN/VLON/ 8V HOWON
SIN3C SIN3C

(wo g x wd g)
AMod reyed

Jequies
epuel

IV.LHvVd

(w2 g X wo g)

AH|od reyed
Jequres
epue]
.............. \vLuvd
................ HOWON

NVHITINId HYd3vdad
ISNIAOYHd

YT0Z NNHYL WNAIN NYHITIWAd WYTVA ISNIAOYHd HYH3VA LVYAMVYE NV TIMVMEId NVMIA VLOOONY
VAV.LIN3INIS NOTVO dv L4vd

ag 13doin __

. yood



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

68

2013, No. 405

o ISNIAOAd WNWN NVHIETINEGG ISTINOM

rebbue] eped

elo66UuYy
elo66UuYy
elo66UuYy
elo066UuYy

emay|

EENE T

‘uexnpiadip yepn Buek 18100 («

e p uesdelang : uebueualay
1sa € 1sa €
9X v 9XxXy
o104 sed z 010 sed z
9XxXy 99Xy
010} seq T o104 sed T
(€] (@rsmn
(NOTVD IVXVE TVOONIL LVdWI1) 1nan (NOTVD IVXVE TVOONIL LVdW3L) indn
NIWVIIX dVIONITVIAVN 0104 svd NIAVI3Y dVION3T VINVN 0104 svd
(«NVLVWVOIN/VLON/GVH HOWON («NVLVIWVOIN/VLON/GVH HOWON
SIN3C SIN3C

(Wo g x wog)

Jod reyred
Jequien
epuel
V14vd
............... HOWON

(Wwo g X wog)

Aod reyed
Jequies
epuel
V14vd
YOWON

PTOZ NNHVYL WNINN NVHITINId WVTVA ISNINOdd HVH3IVA LVAXVYYH NV TIHAVMNEId NVWNWIA VLOOONV

TAag 13don =

NVHITINId HYd3vd
ISNINOYd

dV131l NOTTVO dvidvd

- yojuod



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 405

69

elobbuy g
elobbuy ¢
elobbuy ¢
elobbuy 'z
enay T
............................. ISNIANOYd WNIAN NVHITIW3d ISTINOM
................................ lebbue] eped ‘ueynpadip sepn BueA 18100 (x
1p ueydelana : uebueioalay
‘1sa e ‘1sa e
9xy 9xp
010 sBd z 030§ sBd z
9xy 9xp
010} sed T 010} sed T
(CVa)) (C7a))
(NOTVD V38 TVOONIL LYdNTL) 1nyn (NOTVD Tv3VE TVOONIL LYdNIL) 1nyn
I AE] dVYXONIT VYN 0104 svd NIWVI3IX dVXONITVIAVN 0104 svd
(«NVLVWVOIIN/VLION/GVH SINaC HOWON («NVLVWVIIN/VLON/VH siNac HOWON

(wo g x wa g)
Jhijod rered
Jeques
epue]

1V.L14vd

(wo g x wd g)

Anod reyed
reques
epuel
.............. \vLvd
e HOWON

NVHITINId HYd3vd
ISNIAOYHd

Y102 NNHVL NNINN NVHITINTd NVTVA ISNIAOYHd HYH3AVA LVAMVY NV TIXVMEId NVAIA V1IOOONY
NVHIVEd3d TISVH VAVLININGS NOTVO dv14vd

cdd 13don __

. youoo



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

70

2013, No. 405

elobbuy g
elobbuy v
elobbuy ‘g
elobbuy 'z
enmey T
o V1OM/NILVANEGVY! WNIANN NVHITINSG ISTNOMY
rebbue] eped .
uexnpadipyepnn bueA 1810
cee 0 Ueside3aq AN| Ip>ep! D («
: uebuelaay
‘1sa g "1sa €
99Xy 9xXy
010} sed 4 010} sed z
99Xy 99Xy
010} sed T 0104 sed T
[€7a)) (@sm
(NOTVD IVXVE TVOONIL LYdW3 L) 1nan (NOTVD 1vXVE TVOONIL LVdW3 L) 1nan
NIANVIIM dVIONIT VIWNVYN 0104 svd NIANVIIS dVIONIT VINVN 0104 svd
(«NVLVIWVIIN/VLION/8VH sinac HOWON («NVLVYWVOIN/VLON/ GV sINaC HOWON

(Wwo g x Wo g)
Jod reqed
reques
epuel

1VLavd
HOWON

(Wo g X Wo G)
Jjod reyed
requies
epuel

IV18vd
HOWON

NVHITINId HYd3vd
ISNIANOYHd
(*xVLOM/NILvdNav

YTO0Z NNHVL WNINN NVHITIWId NVTVA VLOXM/NILVdNIVHA HVYHIVA LVAANVH NV TIAVMETId NVMNIA VLOOONV
VIVLNIW3IS NOTVO dv.14vd

= 39 130N =

: youo)



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No. 405

71

elobbuy g
elobbuy v
elobbuy ¢
elobbuy g
emay T
............................. VL1OM/NILVdNavi WNIANN NVYHITINId ISINOM
‘uexnpiadip xepn Buek 18100 (x
* lebbue] eped
..... 1p uexderana . uebueusray
1sa e 1sa €
99Xy 99Xy
0310} sed C 030} sed C
99Xy 9xv
0310} sed T 010} sed T
[CVa)] [CVa)]
(NOTVD IWVE TVOONIL LYdWIL) 1ndn (NOTVD TVXvE TVOONIL LVdAIL) 1ndn
NIWVI3X dVYMONIT VANVYN 0104 svd NIWVIIX dVIONIT YINVYN 0104 svd
(+NVLYIWVIIN/VLON/ VM HOWON (“NVLYWVOIN/VLON/ 8V HOWON
SIN3C SIN3C

(wo g xwdg)
>imjod reved
requies
epue

IVLdvd

—

(wo g xwog)
Anljod rewred
requres
epue]

._<E<n_
S —

NVHITINId HYH3vd
: ISNIAOYd
“?<k0v_\zmk<n5m_<v_

PTOZ NNHVYL WNINN NVHITINId NVTVA VLOM/NILVAdNAVH HVYHIVA LVAMVYY NV TIAVMNEId NVANIA VLIOOONVY
dv13d1l NO1VvO dvl1l4vd

__ 739 130N __

Yoo



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

72

2013, No. 405

vlob6buy g
vlobbuy v
vlobbuy ‘¢
vlobbuy gz
enay T
....................................... VYL1OM/NILVdNEGvH WNINN NYHITINIG ISTINOX
......... [ebbue eped “ueynpadip sepn BueA 18109 (.
......... 1p uexdelsng
: uebueuslay
‘1sa e ‘1sa €
9x¥ 9xy
010§ sed 4 010} sed K
9xy 9xy
010} sed T 010} sed T
(€72} (€72}
(NOTVO TV3ivE TVOONIL LYdWIL) 1ndan (NOTVD T¥Xva TVOONIL LVdW3L) 1ndan
NIWYIIN dVXON3IT VWVYN 0104 svd NIWVYIEN dVYXONIT VWVYN 0104 svd
(xNVLVINVOIN/VLON/SY siNac HOWON (xNVLVINYOIN/VLON/GV siNac HOWON

(w2 G X wd g)
ijod fersed
Jequies
epue]

(wo G x wd g)
mjod reped
Jequies
epue]

NVHITINId HYY3va
: ISNIAOYd
“¢<Pox\2mk<a:m<x

PTOZ NNHYL WNNNN NVHITINISd INVTVA VLOM/NILVYdNAVH HVHIVA LYAMVYE NVIIHVMMEId NVMIA VLOOIONY
NVAIVEd3d TISYH YYVLINIWES NOTVO dvV14vd

239 130N =

- yojuod



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

73 2013, No. 405

LAMPIRAN Il

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JurLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGAJLIAN
DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DFR, DPFRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
01 SETIAP DAERAH PEMILIHAN

JUMLAH PENGATUAN Séﬁfwﬁﬁ%ﬁﬁﬂﬂ?
CALON PEREMPUAN
1 orang 0 orang
2 arang 1 orang
3 orang 1 orang
4 orang 2 orang
5 grang 2 orang
6 orang 2  arang
7 orang 3 orang
g orang 3 orang
9 orang 3 orang
10 orang 4 orang
11 orang 4  orang
12 grang 4  orang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK
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LAMPIRAN I11.1

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN

ALOKASI 3 KURSI
NOURUT FAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN
1 2 3 4
1 Mama calon perempuan
o MEMENUHI
2 MNama calon laki-laki SYARAT
3 Mama calon laki-laki
NO URIT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN
i 2 X 4
1 Mama calon laki-laki
2 Nama cal o MEMENUHI
dlfld Cd uupe:en.pum SYARAT
3 Nama calon laki-laki
NO URUT PASFOTQ NAMA CALON KETERANGAN
1 2 3 L)
1 Nama calon laki-laki
; 7 MEMENUHI
2 Mama calon laldi-laki SYARAT
3 MNama calon perempuan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK
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LAMPIRAN 11.2

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH
PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN
ALOKASI 6 KURSL
NO URUT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN
1 2z 3 d
1 Nama calon perempuan
2 Mama calon laki-laki
3 Mama calon laki-laki MEMEMUHI
4 Mama calon laki-laki SYARAT
5 Nama calon perempian
[ Mama calon laki-laki
NOURUT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN
1 £ 3 4
1 Nama calon perempuan
2 Mama calon perempuan
3 Nama calon laki-laki MEMEMNUHI
4 Narma caloon laki-laki SYARAT
5 MNama calon laki-laki
L Mama calon laki-laki
MO URUT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN
i F 3 4
1 Mama calomn laki-laki
Zz MNama calon laki-laki
3 Nama calon perempiian MEMEMUHI
4 Mama calon laki-laki SYAHAN
5 Mama calon laki-laki
o Nama calon perempuan
NOURUT FaS FO'TO MNAMA CALON KETERANGAN
1 Fi 3 4
1 Nama calon laki-laki
] Marna calon laki-laki
3 Hama calon laki-laki TIDAK
MEMEMUHI
& MNama calon perempuan SYARAT
5 Nama calon perempuan
[ Mama calon laki-laki

HUSNI KAMIL MANIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
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LAMPIRAN 11.3

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH

PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN

ALDEAS] 9 KLRSIDST

NOURUT

PAS FOTO MAMA CALON KETERANGAN

3 El 4

Mama calon perempuan
Mamsa calon laki-laki

Nama calon laki-laki

Mamss calon lakd-1ski
Manea calon perempaan

Mama calon laki-laki

MEMENLHI
SYARAT

CRE-RETE R RN EERE SR o

Mamza calan laki-laki
Mansa calon lakl-laki
Nama calon perempuan

N0 URUT

PFAS FOTO HAMA CALON KETERANGAN

8

2 £l i

Bama calon perempuan
Mama calon perempuan

Mama calon perempaan

Mama calon lakd-laki

M calon lak-laki ME.:J:HT;':HI

Mamsa calan laki-laki

C-RE--RE Y R E R R

Nanm calon lakd-laki
Mama calon lakd-laki
Mama calan laki-laki

N URUT

FAS FOTO HAMA CALON HETERANGAN

2z ) L

Mamea calon perempian
Namsa calon perempaan
Mamsa calan laki-laki

Mama calom perempuan

7 MEMENLHI
Mamsa calon laki-laki SYARAT

Mamea calon laki-laki

[CREREEE TR FERER

Monsa calon laki-laki
Mama calen lakd-laki

Mama calon laki-laki

MO URUT

PAS FUTO NAMA CALON HETERANGAN

2 E] 4

seama enlon Inki-laki
Marma calon |aki-laki
Nanea calon perempuan

Mama calon laki-laki

151 1
Mama calon lakd-laki EMENYED

SYARAT
MNama calon perempuan

L-S--RET] -SEC R [RRE TR

Mama calon laki-laki
Mama calon lak-laki
Mama calon PFEFEmyHaan
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NO URUT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN

1 2 3 1

1 Nama calon laki-laki

2 MNama calon laki-laki

3 Mama calon laki-laki

4 Nama calon perempuan TIDAK

5 Nama calon perempuan MEMENUHI

6 Nama calon perempuan SYARAT

7 Mama calon laki-laki

8 Mama calon laki-laki

9 Mama calon laki-laki
NO URUT PAS FOTO NAMA CALON KETERANGAN

1 2z 3 4

1 MNama calon laki-laki

2 Mama calon laki-laki

3 Mama calon laki-laki

4 Mama calon laki-lalki TIDAK

.5 Mama calon laki-laki MEMENLUHI

6 Mama calon laki-laki SYARAT

7 Nama calon perempuan

8 Nama calon perempuan

9 Nama calon perempuan

HUSNI KAMIL MANIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
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